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P U T U S A N 
Nomor 429/Pdt.G/2024/PA.Sel 

 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

PENGADILAN AGAMA SELONG 

 

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam 

sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara: 

XXX, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, 

pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun XXX 

RT.002/RW.000, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten 

Lombok Timur, sebagai Penggugat; 

melawan 

XXX, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SLTP, tempat 

kediaman di Dusun XXX Bongkot, Desa XXX, Kecamatan XXX, 

Kabupaten Lombok Timur, sebagai Tergugat; 

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah mempelajari berkas perkara; 

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di 

persidangan; 

DUDUK PERKARA 

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 14 Maret 2024 

telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan 

Pengadilan Agama Selong dengan Nomor 429/Pdt.G/2024/PA.Sel, tanggal 14 

Maret 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut: 

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah yang 

menikah pada tanggal 24 Februari 2000 di Dusun XXX Bongkot, Desa XXX, 

Kecamatan XXX, Kabupaten Lombok Timur, sesuai dengan Kutipan Akta 

Nikah Nomor: 1172XI441999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama 

Kecamatan XXX, Kabupaten Lombok Timur, tertanggal 07 Juli 2018;  

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Dusun 

XXX Bongkot, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Lombok Timur 

Disclaimer
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yakni rumah kediaman Tergugat dan telah hidup rukun sebagaimana 

layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama: 

1) XXX, perempuan, Tempat/tanggal lahir, XXX, 12 Desember 2001 

(Menikah);   

2) XXX, laki-laki, Tempat/tanggal lahir, XXX, 23 Desember 2010 (ikut 

Penggugat);   

3) XXX, laki-laki, Tempat/tanggal lahir, XXX, 27 November 2013 (ikut 

Penggugat);   

3. Bahwa sejak bulan Januari 2021, rumah tangga Penggugat dengan 

Tergugat mulai goyah karena terus menerus terjadi perselisihan dan 

pertengkaran yang disebabkan: 

• Tergugat diketahui sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga 

kepada Penggugat;   

• Saat Tergugat berada di luar negeri (Arab Saudi) Tergugat jarang 

menghubungi dan memberi kabar kepada Penggugat bahkan sampai 7 

bulan lamanya sehingga Penggugat kecewa terhadap Tergugat  

• Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah lahir dan bathin 

Penggugat Penggugat;   

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya 

pada bulan Juli 2023 akibatnya Tergugat mengucapkan kata-kata berpisah 

dengan Penggugat dan disampaikan secara lansung kepada orang tua 

Penggugat karena saat itu Penggugat berada diluar negeri namun sampai 

saat ini Tergugat tidak mengakui hal tersebut sehingga sejak saat itu antara 

Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;  

5. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat 

sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan 

perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan 

rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing 

pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka 

perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan 

permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;  
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6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan dan menasehati agar 

Penggugat dengan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi 

tidak berhasil;  

7. Bahwa untuk memperlancar pemeriksan perkara ini Penggugat bersedia 

membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;  

 Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada 

Ketua Pengadilan Agama Selong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan 

mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut: 

PRIMER 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;  

2. Menjatuhkan talak satu bai'n sughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat 

(XXX);  

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;  

SUBSIDAIR 

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;  

 

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang 

menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke 

muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai 

wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang 

relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata 

bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah; 

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk 

tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil 

gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat; 

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah 

datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, 

selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang tertutup untuk umum dengan 

membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap 

dipertahankan oleh Penggugat; 

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah 

mengajukan alat-alat bukti berupa: 

A.  Surat: 
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1. Surat keterangan Domisili Nomor XXX/172/XXX/2024 tanggal 14 Maret 

2024 atas nama Penggugat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh 

Ketua Majelis dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1); 

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA XXX Kabupaten Lombok Timur 

Provinsi Nusa Tenggara Barat, Nomor XXXXI441999 Tanggal 07 Juli 

2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan 

dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian 

diberi kode bukti (P.2); 

B.  Saksi: 

1.  XXX, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, 

bertempat tinggal di Desa Kabar, Kecamatan XXX, Kabupaten Lombok 

Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut: 

-  Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki 

hubungan dengan Penggugat sebagai Keponakan Penggugat;   

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami 

isteri; 

- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan 

Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sekarang tidak 

tahu lagi; 

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan 

Tergugat bertengkar; 

- Bahwa, saksi juga tidak mengetahui penyebab yang menjadikan 

perselisihan Penggugat dan Tergugat; 

-  Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat saat ini 

sudah berpisah rumah namun tidak mengetahui sejak kapan; 

- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha 

merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil; 

2.  XXX, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat 

tinggal di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Lombok Timur, di 

bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut: 

− Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi 

adalah sebagai Keponakan Penggugat dari Penggugat;   
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− Bahwa, saksi tahu kalau Penggugat dan Tergugat adalah suami 

isteri; 

− Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat 

awalnya baik dan rukun akan tetapi sekarang sudah tidak lagi 

harmonis; 

− Bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran 

Penggugat dan Tergugat; 

− Bahwa saksi tidak mengetahui sebab-sebab yang menjadikan 

Penggugat dan Tergugat berselisih atau bertengkar; 

− Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah 

berpisah tempat tinggal namun saksi tidak tahu sejak kapan 

keduanya berselisih; 

− Bahwa saksi tidak mengetahui adanya kekerasan dalam rumah 

tangga antara Penggugat dan Tergugat; 

− Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan 

merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;  

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada 

pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan 

Penggugat;  

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang 

termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan 

dari putusan ini; 

PERTIMBANGAN HUKUM 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah 

sebagaimana terurai di atas; 

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi 

dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata 

bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah; 

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut 

sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan 

tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan 

tersebut harus diperiksa secara verstek; 
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Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat 

dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek); 

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 

Tahun 1974, jo Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah 

dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 RB.g jo. Pasal 115 

Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah 

berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar 

bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak 

berhasil, oleh karea itu perkara ini harus segera diputuskan;   

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang 

menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai 

Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia 

Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini 

termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi; 

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 RB.g yaitu 

putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang 

berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani 

Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya; 

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, 

Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 serta dua orang saksi; 

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan oleh Penggugat berupa 

(Surat Keterangan Domisili) majelis hakim menilai bahwa bukti tersebut 

merupakan akta dibawah tangan, telah bermeterai cukup, bernazegelen dan 

cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan 

tempat tinggal Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 RB.g 

bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, sehingga dapat 

diterima sebagai alat bukti; 

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan oleh Penggugat berupa 

(Fotokopi Kutipan Akta Nikah) Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut 

merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, bernazegelen dan cocok 

dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat 

dan Tergugat sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 
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285 Rbg bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta 

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (volledig en 

bindende bewijskracht); 

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan 

keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami 

isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan 

Tergugat;    

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, adalah keluarga atau orang 

dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi 

1 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat 

formal saksi; 

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai hubungan 

Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat 

dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan 

relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu 

keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah 

diatur dalam Pasal 308 RB.g sehingga keterangan saksi tersebut memiliki 

kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti; 

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, adalah keluarga atau orang 

dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi 

2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat 

formal saksi; 

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai hubungan 

Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat 

dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan 

relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu 

keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah 

diatur dalam Pasal 308 RB.g sehingga keterangan saksi tersebut memiliki 

kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti; 
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Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat 

bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu 

keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 RB.g; 

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 saksi Pemohon, terbukti fakta 

sebagai berikut: 

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah; 

2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula hidup rukun dan 

harmonis; 

3. Bahwa tidak pernah dijumpai adanya perselisihan dan pertengkaran antara 

Penggugat dan Tergugat dan tidak diketahui pula sebab-sebabnya; 

4. Bahwa tidak diketahui adanya kekerasan dalam rumah tangga antara 

Penggugat dan Tergugat; 

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga 

sekarang namun tidak diketahui sejak kapan mereka berpisah; 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas 

dihubungkan dengan ketentuan dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah 

Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 Tentang Perkawinan jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam jis Surat 

Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 huruf C angka 1 (satu) yang 

menyatakan bahwa: “Menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 

1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yaitu "Perkara perceraian 

dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat 

dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau 

telah berpisah tern pat tinggal selama minimal 6 ( enam) bulan", sehingga 

berbunyi sebagai berikut: "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan 

pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi 

perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan 

hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat 

tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya 

Tergugat/Penggugat melakukan KDRT," maka Majelis hakim berpendapat 

bahwa meskipun Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal namun 

tidak diketahui sejak kapan (atau berapa lamanya pisah) serta dengan tidak 

terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta 
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sebab-sebabnya serta tidak terbukti adanya KDRT (Kekerasan Dalam 

Rumah Tangga), maka Penggugat dinyatakan belum dapat membuktikan 

dalil-dalilnya serta kondisi rumah tangga tersebut belum memenuhi 

ketentuan-ketentuan di atas; 

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat belum dapat membuktikan 

dalil-dalil gugatannya serta belum terpenuhinya ketentuan-ketentuan tersebut di 

atas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap gugatan Penggugat tersebut 

patut untuk dinyatakan ditolak; 

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, 

maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan 

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang 

Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat; 

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan 

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini; 

MENGADILI: 

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak 

hadir; 

2. Menolak gugatan Penggugat dengan verstek; 

3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini 

sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah); 

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang 

dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 Masehi, bertepatan 

dengan tanggal 16 Syawwal 1445 Hijriyah, oleh kami Fatkun Qorib, S.Sy. 

sebagai Ketua Majelis, Nurul I'Anatul Fajriah, S.H. dan Fauzi Prihastama, S.Sy. 

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam 

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut 

dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Bukran, 

S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya 

Tergugat. 
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Ketua Majelis 

 

 

Fatkun Qorib, S.Sy. 

 

Hakim Anggota 

 

 

Nurul I'Anatul Fajriah, S.H. 

Hakim Anggota 

 

 

Fauzi Prihastama, S.Sy. 

Panitera Pengganti 

 

 

Bukran, S.H. 

 

Perincian Biaya: 

1. Pendaftaran : Rp.  30.000,00 

2. Proses  : Rp.  75.000,00 

3. Panggilan  : Rp. 300.000,00 

4. PNBP Panggilan : Rp.  20.000,00 

5. Redaksi  : Rp.  10.000,00 

6. Meterai  : Rp.  10.000,00 

Jumlah   Rp. 445.000,00 

    (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) 
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